PAGE  

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Umum Pajak

Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran rakyat pada kas pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditujukan dan yang tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran dan  dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan, dan pembangunan lainnya disegala bidang.


Adapun pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa pendapat mengenai definisi pajak yang dikemukakan para ahli sebagai berikut:

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Soeparman Soemahamidjadja yang dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B Ilyas, dalam bukunya “Perpajakan Indonesia”, menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

(2002:9) 


Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, Dalam bukunya “Perpajakan”, menyatakan bahwa:

“Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra presrasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

(2002:1)

Definisi pajak yang dikemukakan oleh P. J. A Adriani, dalam bukunya “Perpajakan Indonesia” menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

(2002:2)

Definisis pajak yang dikemukakan  Prof. Dr. MJH Smeets yang dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B Ilyas, dalam bukunya “Perpajakan Indonesia Edisi Pertama” menyatakan bahwa:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang menurut norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang ditunjukan dalam hal yang individual”

(2003:5)

Dari definisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaanya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah

3. Pajak dipungut oleh negara yaitu Pemerintah Pusat maupun Daerah

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapatsurplus, dipergunakan untuk membiayai Public Investment
2.1.1
Jenis-jenis Pajak

Jenis pajak terdiri dari 2, yaitu:

1 Pajak Pusat, terdiri dari:

a. Pajak Penghasilan (PPH)

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

d. Bea Materai

2. Pajak Daerah, Terdiri Dari:

a. Pajak Propinsi

b. Pajak Kabupaten atau Kota

2.1.2
Fungsi Pajak

Pajak yang dipungut oleh pemerintah mempunyai fungsi 

1. Fungsi Budgetair (anggaran)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulered)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2
Pajak Daerah

Dasar hukum pajak Pajak Daerah diatur dalam Undang-undand Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 


Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak iuran wajib yang dilakukan oleh Objek Pajak atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Daerah dan Pembangunan Daerah.


Pengertian Pajak Daerah pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan dengan Asas Pajak Negara yaitu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dipergunakan bagi pembiayaan umum pengeluaran pemerintah yang balas jasanya tidak langsung diberikan, sedangkan pungutannya dilaksanakan secara paksa.

2.2.1
Jenis-jenis Pajak Daerah

a. Berdasarkan Sifat

1. Pajak Pribadi (perorangan). Dalam hal ini pengenaan pajak lebih memperhatikan keadaan pribadi seseorang, seperti beberapa istri, anak, dan kewajiban finansial lainnya. (PPH Pribadi)

2. Pajak Atas Kebendaan. Yang diperhatikan adalah objeknya, pribadi wajib pajak dikesampingkan 

3. Pajak Atas Kekayaan, yang menjadi objek pajak adalah, kekayaan seseorang atau badan.

4. Pajak Atas Bertambahnya Kekayaan. Pengenaannya didasarkan atas seseorang yang mengalami kenaikan/pertambahan kekayaan, biasanya dikenakan hanya sekali.

5. Pajak Atas Pemakaian (konsumsi). Pajak atas kenikmatan seseorang

6. Pajak yang menambah biaya produksi, yaitu pajak yang dipungut karena jasa negara yang secara langsung dapat dinikmati oleh para produsen.

b. Berdasarkan Ciri:

1. Pajak Subjektif dan Objektif

Pajak Subjektif memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya dicari alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan material. Pajak objektif, pertama melihat kepada objeknya selain daripada benda dapat juga berupa keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian barulah dicari subjeknya, tidak mempersoalkan apakah subjeknya berdiam di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Dipandang dari sudut yuridis:

a. Menurut Mr. Dr. JHR Sininghe Damste (Pendapat Kuno). 

Pajak Langsung: jika pungutannya dilakukan secara periodik dan didasarkan atas kohir (PPh/Pkk). Pada saat KIP menetapkan kohir secara formal utang pajak itu timbul, secara materiil setelah wajib pajak menerima SKPnya, SKP adalah tindakan penagihan pertama.

Pajak Tidak Langsung: kalau pemungutannya tidak periodik dan tak berkohir.

b. Menurut Dr. WH Vanden Berge (aliran modern)

Suatu pajak itu adalah pajak langsung kalau tidak dinyatakan secara tagas dalam Undang-undang yang bersangkutan, kalau tidak dinyatakan dengan tegas berarti pajak itu adalah pajak tidak langsung. Dipandang dari sudut ekonomis. Menurut Prof. Dr. MJH Smeets, lebih dahulu harus dibedakan tiga unsur sebagai berikut:

· Pembayar Pajak: adalah mereka yang oleh pembuat Undang-undang diwajibkan untuk membayar pajak.

· Destinataris adalah mereka yang menurut maksud pembuat Undang-undang seharusnya memikul pajak.

· Pemikul Pajak: adalah mereka yang benar-benar memikul dan merasakan tekanan pajak.

Kesimpulan:

Pajak langsung dalam arti administrative (yuridis)

· Berkohir

· Dipungut secara periodik

Dalam arti ekonomis:

· Harus dipikul sendiri oleh subjek pajak

Pajak tidak langsung dalam arti administratif (yuridis)

· Tidak berkohir

· Tidak dipungut secara periodik

Dalam arti ekonomis:

· Dapat dilimpahkan kepada orang lain.

2.2.2 Fungsi Pajak Daerah

Fungsi Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Berfungsi sebagai soko guru atau tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2. Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan daerah.

2.3
Pajak Hotel Dan Restoran


Dasar hukum Pajak diatur dalam Peraturan Daerah kota Bandung No. 02 Tahun 2003 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Tingkat II Bandung No.12 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel Dan Restoran. Pajak hotel yang selanjutnya disebut pajak atas pungutan atas pelayanan hotel dan restoran.


Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.


Pengusaha adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel dan restoran dan atas nama sendirinya atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

2.3.1 Subjek Pajak Hotel dan Restoran

Subjek Pajak menurut pasal 3 Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2003 adalah 

(1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.

(2) Wajib pajak adalah pengusaha hotel.

2.3.2 Objek Pajak Hotel dan Restoran

Objek Pajak menurut pasal 2 Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2003 adalah

Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan Hotel dengan pembayaran.

2.3.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel dan Restoran

Dasar pengenaan Pajak Hotel dan Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Besarnya pajak yang hotel dan restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif kali dasar pengenaan pajak.

Sistem pemungutan Pajak Hotel dan Restoran terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, Self Assesment system, dimana sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besar pajak terutangnya sendiri. Selain itu ada juga Official Assesment System, dimana dalam sistem ini pemungut pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya yang terutang oleh wajib pajak.

2.3.4
Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak Hotel dan Restoran
Masa Pajak Hotel dan Restoran berdasarkan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2003 adalah dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, sebagai perubahan atas Undang-undang No. 12 Tahun 2000 yang menetapkan masa Pajak Hotel adalah dalam jangka 30 (tiga puluh) hari dan pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan Hotel. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 1 s/d 15 harus dibayar paling lambat tanggal 22 berjalan, SKPD tanggal 16 s/d akhir bulan harus dibayar paling lambat tanggsl 7 bulan berikutnya. Apabila SKPD tidak atau kurang bayar dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi adminitrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen.) sebulan. Masa pajak setahun dipungut sebanyak 24 kali.

2.3.4 Penetapan Pajak Hotel dan Restoran

1. Berdasarkan SPTPD yang telah ditetapkan, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak Terutang dengan menertibkan SKPD.

2. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD lebih lanjut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menertibkan SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan/ keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

3. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDBT apabila ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

4. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

2.3.5 Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran

Tata cara perhitungan dan pemungutan Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Pajak Daerah Kurang Bayar  Tambahan (SKPDBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

2. Apabila SKPD, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu jatuh tempo sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi adminiyrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

3. Khusus terhadap wajib pajak yang dikategorikan tidak menetapkan 3 yaitu: pedagang kaki lima dan yang sejenisnya, dipungut ditempat setiap hari dengan menggunakan karcis sebagai bukti pembayaran pajak. 

4. Dalam hal penggolongan wajib pajak Hotel terdiri dari atas:

a. Wajib Pajak Hote, terdiri atas: hotel bintang 1,2,3,4,5 dan hotel melati.

Besarnya Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud diatas 10 % (sepuluh persen) dengan dasar pengenaan pajak sama secara keseluruhan.

Contoh:

Mr. X menginap di Hotel Jayakarta untuk pembelian:

- Makanan & minuman

Rp 500.000

- Untuk jasa sewa kamar

Rp 200.000

- Untuk jasa telepon


Rp 150.000
   Jumlah



Rp 850.000

- Service Charge 10 %

Rp 250.000
   Jumlah pembayaran


Rp 1.100.000

- Pajak Hotel



Rp    110.000

   Jumlah yang harus di

Rp 1.210.000

   Bayar Mr.x




2.3.7
Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran

Tata cara pembayaran pajak hotel dan restoran menurut Peraturan Daerah No.02 Tahun 2003 tentang pajak hotel, diantaranya sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD

2. pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan, Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

3. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

4. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Wali Kota 

.
2.3.8 Kadaluwarsa

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampuai jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah. Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud diatas, tertangguh apabila diterbitkan Surat Peringatan dan Surat Paksa atau ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung, maupun tidak langsung.

2.3.9 Keberatan dan Banding

Adapun Wajib Pajak dapat mengajukan Kebertan dan Banding dengan cara:

1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu: SKPD, SKPDKB. SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.

2. Keberatan diatas diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.

3. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketatapan pajak tersebut.

4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat yang diterbitkan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan maka tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Walikota

8. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, serta dilampiri salinan dari keputusan tersebut.

9. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

2.3.10
Pemeriksaan
1. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

2. Dalam Pemeriksaan Pembukuan dan/atau kegiatan Audit, Walikota dapat menunjuk Konsultan Pajak/ Auditor.

3. Wajip Pajak yang diperiksa wajib:

a. Memperlihatkan dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak terutang.

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

4. Dalam hal Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan sebagaimana surat tugas dari Walikota, akan menjalankan norma-norma atau etika yang belaku.

5.  Tata cara pemeriksaan Pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota

2.4 Ketentuan Sanksi

2.4.1
Sanksi Administrasi

1. Setiap Wajib Pajak yang tidak atau kurang membayar setelah lewat waktu paling atau kurang (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan.

2. Pengenaan denda administrasi ini ditagih dengan menerbitkan STPD.

3. Setiap Wajib Pajak yang tidak melakukan pengisian SPTPD, pajak terutangnya dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar dengan jangka waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak terhutangnya pajak.

4. Setiap Wajib Pajak yang karena ditemukannya data baru atau data lama yang belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

5. Tidak dikenakan sanksi adminitrsasi, apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri adanya kekurangan pajak terutang sebelum dilakukan tindak pemeriksaan.

2.4.2
Sanksi Pidana

1. Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1(satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisinya dengan tidak lengkap atau tidak benar melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

3. Sanksi pidana ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5
Dinas Pendapatan Daerah


Tugas Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan pengembangan pendapatan daerahnya yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

2. Melaksanakan segala usaha koordinasi kegiatan kegiatan pemungutan, pengumpulkan, dan pemasukan pendapatan daerah ke kas daerah secara maksimal, baik sumber pendapatan daerah yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sebagai pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada dinas/ unit kerja lain yang melaksanakan.

Dinas Pendapatan Daerah harus meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah guna membiayai dan mencukupi kebutuhan penyelenggaraan tugas daerah, oleh karena itu sumber daya pada Dinas Pendapatan Daerah harus terwujudnya intensifikasi dan eksistensi pendapatan darah.

2.6
Sumber-sumber Pendapatn Daerah


Pendapatan Asli Daerah ialah Penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang dapat yang dapat dipaksakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan:

a. Pajak Propinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air (PKB)

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Pajak Kabupaten/ Kota

1. Pajak Hotel dan Restoran

2. Pajak Hiburan

3. Pertunjukan Kesenian dan Sejenisnya

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian.

7. Pajak Parkir

8. Pajak sewa menyewa/ Kontrak Rumah dan/ atau Bangunan

2. Retribusi Daerah

Iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan langsung dan tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, dibagi dalam 3 (tiga) jenis:

a. Retribusi Jasa Umum

b. Retribusi Jasa Usaha

c. Retribusi Perizinan Trtentu.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain:

a. Penjualan asset tetap daerah

b. Jasa Giro.

Dalam penjelasan Undang-undang N0. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah Adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangana yang berlaku.

2.7 Peranan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Campur tangan pemerintah dan perekonomian akan meninmbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama adalah aliran pmbayaran pajak oleh rumah tangga-rumah tangga dan perusahaan-perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah dan merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama. 

Pendapatan yang diterima sector rumah tangga akan digunakan untuk membiayai tiga kebutuhan yaitu membayar atau membayai pengeluaran konsumsi, disimpan sebagai tabungan dan membayar pajak pendapatan rumah tangga.


